KEPUTUSAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI
PENGUASA DARURAT M LI TER PUSAT
NOMOR 43 TAHUN 2003 (43/2003)

TENTANG
PENGATURAN KEGQ ATAN WARGA NEGARA ASI NG
LEMBAGA SWADAYA NMASYARAKAT DAN JURNALI S
DI PROVI NSI NANGGRCE ACEH DARUSSALAM

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang:

bahwa untuk keselamatan unmum Kkepentingan ketertiban umum dan
untuk kepentingan keamanan sel ama berl| angsungnya Keadaan Dar ur at
Mliter di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dipandang perlu
nmenet apkan Keputusan Presiden selaku Penguasa Darurat Mliter
Pusat tentang Pengaturan Kegiatan Warga Negara Asing, Lenbaga
Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh
Dar ussal am

Mengi ngat :

1. Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 dan Pasa
12 sebagai mana tel ah di ubah dengan Perubahan Keenpat Undang-
Undang Dasar 1945

2. Undang- undang Nonor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nonor 139,
Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 1908) sebagai mana tel ah di ubah
dua kali terakhir dengan Undang-undang Nonor 52 Prp Tahun
1960 (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 1960 Nonor
170, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 2113);

3. Keputusan Presiden Nonor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan
Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Mliter di
Provi nsi Nanggroe Aceh Darussal am (Lenbaran Negara Republik
I ndonesi a Tahun 2003 Nonor 54);

MEMUTUSKAN :

Menet apkan: KEPUTUSAN PRESI DEN SELAKU PENGUASA DARURAT M LI TER
PUSAT TENTANG PENGATURAN KEG ATAN WARGA NEGARA
ASI NG LEVMBAGA SWADAYA NMASYARAKAT DAN JURNALI'S DI
PROVI NSI  NANGGRCE ACEH DARUSSALAM

Pasal 1

(1) Selama berlangsungnya Keadaan Darurat Mliter di Provinsi
Nanggroe Aceh  Darussal am Warga Negara Asing tidak
di per bol ehkan nel akukan kunjungan w sata dan tidak mnel akukan
kegi at an yang bertentangan dengan tujuan pel aksanaan keadaan
Darurat Mliter di Provinsi Nanggroe Aceh Darussal am

(2) Untuk mendukung keberhasilan operasi terpadu dalam rangka
pel aksanaan Keadaan Darurat M liter di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussal am kunjungan dan kegi atan Warga Negara Asing dapat
di | akukan atas izin Menteri Kehaki man dan Hak Asasi Manusia
Republ i k 1 ndonesi a atas nama Presi den sel aku Penguasa Dar ur at



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Mliter Pusat.

Warga Negara Asing yang terikat dengan pel aksanaan kontrak
kerja serta perjanjian dengan Penerintah Republik Indonesia
yang telah Dberjalan, agar nmel apor kan  keberadaan dan
pel aksanaan kegi atannya di Provi nsi Nanggroe Aceh Darussal am
kepada Penguasa Darurat M Iiter Daerah.

Pasal 2

Lenbaga swadaya nasyarakat bai k dari negara asi ng maupun dari

I ndonesia tidak diperbol ehkan nel akukan Kkegi atan yang
bertentangan dengan tujuan pel aksanaan Keadaan Darurat

Mliter di Provinsi Naggroe Aceh Darussal am

Bant uan kemanusi aan yang berasal dari negara sahabat, Badan
Dunia, dan |enbaga swadaya nasyarakat baik asing ataupun
nasi onal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussal am di koor di nasi kan
ol eh Menteri Negara Koordi nator Bidang Kesejahteraan Rakyat

atas nama Presiden sel aku Penguasa Darurat M| iter Pusat.

Pel aksanaan bantuan kenanusi aan sebagai mana di maksud dal am
ayat (2) disesuai kan dengan operasi kemanusi aan yang
di | aksanakan ol eh Penguasa Darurat Ml iter Daerah.

Pasal 3

Kegi atan jurnalistik yang dilakukan ol eh wartawan asing dan
koresponden untuk nedia asing di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussal am dapat dil akukan secara selektif setelah nendapat

persetujuan Menteri Luar Negeri atas nama Presiden selaku
Penguasa Darurat MIliter Pusat.

Kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan nasional

untuk nedia nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussal am
dapat dil akukan setel ah nmendapat izin tertulis dari Penguasa
Darurat Mliter Daerah

Segala resiko dan akibat yang tinbul dari kegi at an
jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan asing rmaupun
nasi onal  di Pr ovi nsi Nanggroe Aceh Darussal am nenj adi

t anggung j awab yang ber sangkut an.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini nulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar

setiap orang nengetahuinya, nenerintahkan pengundangan

Keput usan Presiden ini dengan penenpatannya dal am Lenbaran Negara
Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Juni 2003

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A

SELAKU PENGUASA DARURAT M LI TER PUSAT,

ttd.
MEGAWATI SCEKARNCPUTRI
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